PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 1

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2012 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal S5 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2012
tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

bahwa sehubungan adanya penambahan usaha/kegiatan
yang dikenakan Pajak Air Tanah berdasarkan perhitungan
Nilai Perolehan Air Tanah, maka Peraturan Bupati Rejang
Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air
Tanah perlu diubah untuk disempurnakan;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas,
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.

Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan ( Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1091 );

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5230);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun
2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005
Nomor 7 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 61 Seri B).



Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

Menetapkan

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2011
tentang Prosedur Tetap/Standart Operating Procedure (SOP)
Penyelesaian Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 1 TAHUN

2012 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2012
tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2012 Nomor 174 Seri B), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
(2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang
dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

(3)

OO TP

jenis sumber air;

lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.
Besarnya NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai

berikut :
No Jenis Usaha Tarif/m®
(Rp)
1 | Air Mineral, Pabrik Es dan usaha sejenis 1.000,-
2 | Hotel, Penginapan dan usaha sejenis 350,-
3 | Lembaga Pendidikan 200,-
4 Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Klinik Bersalin 350,-
dan Puskesmas
5 | Usaha Pencucian Mobil/Motor dan Perbengkelan 200,-
6 | Kolam Renang 100,-
7 | Kolam Pemancingan 100,-
8 | Industri Plywood dan industri lainnya 500,-
9 | Restoran, Rumah Makan, Cafe dan usaha sejenis 350,-
10 | Pabrik Makanan 200,-
11 | Usaha Rumah Tangga, pengrajin dan usaha sejenis 150,-
12 | Salon Kecantikan, Spa dan usaha sejenis 200,-
13 | Laundry 250,-
14 | Swalayan, Pertokoan dan usaha sejenis 250,-
15 | PDAM 200,-




2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
(1) NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), digunakan sebagai
dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
(2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
(3) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara volume air
yang diambil dikali tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali
NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 1I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2 Mei 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 184 SERI B






